BUFPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER SIAGA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
D1 KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJOQ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamiks
perkembangan kegiatan masyarakat seiring dengan
tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman
dan ketertiban umum yang kondusif merupakan
suaty  kebutuhan mendasar bagi  seluruh
masyarakat untuk meningkatkan mutu
kehidupannya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya
kondisi ketentraman dan ketertiban sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan peran aktif
masyaraktat yang dapat dilaksanakan melalui
pernbentukan kader ketentraman dan ketertiban;

¢. bahwa agar pembentukan kader ketentraman dan
ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dapat tepat tujuan dan sasaran, perlu menyusun
pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menestapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembentukan Kader Siaga Ketentraman dan
Ketertiban di Kabupaten Purworejo;

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20}4 Nomor 244, tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5387),
sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Naror 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, tambhan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3679},

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN KADER SIAGA KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN D! KABUPATEN PURWOREJG.
BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Bagian Ketiga
Penpertian

Pasgal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

=R

e

Daerah adalah Kabupaten Purworgjo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggamrn
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupat Purwoerejo.

Satuan Polisi Pamong Praja. vang selanjutnys disebut Satpol PP,
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yvamg mempunvyai
tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, menvelenggarakan ketertiban uwmum
fdan ketentraman masyarakat serta periindungan masyarakat,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yvang sslanjuinya disebut
Kepals, Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praia
Kabupaten Purwarejo.

Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.

Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.

Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.

Desa adalah Desa di kabupaten Purworgjo.

. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
. Ketentraman adalah suatu kondisi kehidupan yang aman, damail

dan tenang.



12.

13.

14,

Ketertiban adalah suatn keadaan kehidupan yang serba teratur
dan tertata dengan baik sesual ketenituan perundang-undangan
vang berlaku guna mewijudksn kehidupan masyarakat vang
dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

Keteroban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu
keacdaan dinamis vang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan masyvarakat dapat melakiukan Kkegiatannya dengan
aman. tenteram, tertib dan teratur.

Kader Siaga Ketenitraman dan Ketertiban, vang selanjummya disebut
K8T adalah suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat secara
awakarsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Enghkungan
dess/kelurahan tempat tinggal masing-masing serta membantu
terjaganya iklirn kondusif di Desa fKelurahan,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Fasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

.

b.

memberikan pedoman bapi Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam pembentukan KST:

menjamin agar keberadaan KST dapat berjalan dengan baik, lebih
berdava guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapken.

Pa=n] 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a,

meningkatkan partisipasi aktf masyarakat dalam penvelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten
Purworejo:;

menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban.

EBaman hetiga
Rueng Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

pembentukan;
keanggotaarn;
pentgukuhan;
masa keanggotaan;
kepengurusan;

~FEoops SR

keduduken, tugas dan fungsi:

hak, wewenang dan kewajiban,

mekanisme kerja;

pemberhentian dan pengangkatan anggota antar waktu;
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laporan hasil ketja;

pembinaan dan pengawasan;

larangan;

. sanksi administratif;

pemiayaan.

BAB I
FPEMBENTUKAN

Pasal 5

KST dibentuk dan masyarakat. oleh masvarakat dan untuk
kepentintgan masyarakat serta sebapai bagian integral dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di Desa/Kelurahan.

KST bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Luarah setempat.

KST dibentuk bersama aoleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Satpol
PP

Kepala Desa/fLurah mengusulkan calon anggota XST kepada Bupat
melalui Camat.

Calon anggota KST vang diusulkan berjumlah 9 (Sembilan) orang.

Camat menyampatkan usulan calon anggota KST dari Kepala Desa,
kepada Bupati melalui Satpol PP,

Satpol PP memproses usulan calon KST dari Kepala Desa/ Lurah
untuk ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan Bupat:.

BAB 1li
KEANGGOTAAN
Pasal 6

Anggota KST berjumlah gasal paling sedikit 3 [Ums] orang dan
paling banyak 9 (sembilan] orang dengan memperhatikan
keterwalkilan wilayah dan jumtah penduduk Desa/ Kelurahan.

Yang dapat diusulken menjadi anggotn KST adalah penduduk
Desa/ Kelurahan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi
perayaratan:

a. hertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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b. setia dan tsat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945,

c. ridak petnah terlibat langsung atau tidak langsung dalam
kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau  teriibat
organisasi terlarang lainnya,

d. berumur paling rendah 18 {delapan belas) tahun atau sudah
menikah;

e. terdaftar sebagai penduduk Desa/Kelurahan yang besanghkutan;

f. bersedia mengabdi untuk kepentingan masyvarakat i
lingkungannva,

g. berkelakuan baik;

h. sehat jasmani dan rohant;

i, bersedia bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat;

j. mengenal daerahnya dan dikenal cleh masyarakat di Desa/f

Kelurahan setempart;
k. bersedia dicalonkan menjadi anggota KST.

BAB IV
PENGUKUHAN ANGGOTA
Pasal 7
KST yang telah dibentuk dikukuhkan oleh Bupan.
Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pengukuhan KST
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] kepada Kepala Satpal PP

Kahupaten Purworejo atau {amat vang bersangkutan,

Pengukuhan KST dilaksanakan di Kebupaten etau temnpat lain yang
ditentukan oleh Bupati.

Dalam acara pengukuhan KST melakukan presest penciuman
Bendera Merah Putih.

BAB ¥
MASA KEANGGOTAAN

Pasal 8

Masa keanggotzan KST adalah 5 (lima)} tahun terhitune mulai tanggal
pengukuhan dan dapat diusulkan kembali untuk masa keanggotaan
berikutnya.
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BAR VI
KEFENGURUSAN
FPasal 9

Anggota KST vang sudah dibentuk dan dikukuhlkan harus
membsantuk pengurus KET.

Pengurus KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rerdiri dari:
Ketus;

Wakil Ketua;

Sekretans,

Seksi Pengaduan Masyarakat;

Seksi ldentifikasi Permnasalahan;

Sekai Operasional.

mn R0 TR

Pengurus KST dipilih oleh anggota KST yang telah dikukuhkan dan
ditetapkan datam rapat KST yang dipimpin oleh anggota KST vang
tertua dan dibantu anggeta KST yang termuda.

Ketua dan wakil ketua merupakan pimpinan KST.

Ketua, wakil ketua dan sekretaris KST, masing-masing terdiri dari 1
{satu] orang.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d, huruf e
dan hurul { dipimpin oleh seorang ketua seksi.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi merangkap sebagai
Anggota.

Pasal 10

Ketua sehagaimana dimaksud dalam Pasal © avat (2} huyruf a

mempunyal rgas:

a. melakukan koordinasi penanganan gangguan Ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat serta dugaan pelanggaran
peraturan daerah dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala
Seksi pada Kecamatan vang membidangi lLetentraman dan
ketertiban, Camat dan Satpol PP

b. memberikan pengarahan kepada pengurus dan anggota agar
permasalahan yang berkaitan dengan gangguan keternhan
umum dan ketentraman masvarakat dapat terdeteksi secara
dini dan dapat dilaporkat dengan cepat;

c. menfasilitasi proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan
dengan gangguan Kketertiban umum dan ketentraman
masyarakal maupun pelanggaran Peraturan Daerah.
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Wakil Ketua mempunvai tugas membaniu dan,/ atau menggantikan
tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

Sekretaris mempunyal tugas:

a. melakiikan koordingesi dengan seksi-seksi untuk mendapatkan
data dan permasalahan vang berkaitan dengan berkaitan
dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat maupun pelanggaran Peraturan Daerah;

b, melakukan pendatzan yang berkaitan dengan dengan gangguan
ketertiban umum dan  ketentraman masverskat maupun
pelanggaran peraturan daerah untuk dilaporkan kepada Kepala
Desa fLurah.

Seksi Penpaduan Masyarakat mempunyal tugas meneruskan
pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setelah
dilakukan koordinasi bersama pengurus KST.

Seksi Identifikasi Permasalahan mempunyai tugas memastikan
laporan kejadian di tempat kejadian perkara, serta mengidenthkasi
elemen masyarakat yang terlibat.

Sekst  Operasional mempunyai tugaz melakukan  kepiatan
penindakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan melaporkan
teknis operasional kepada Ketua KST.

BAB VII
REDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Pasal 11
KST berkedudukan di Desa/ Kelurahan sefemnpat.

k3T mempunvyval tugas:

a. melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat secara
berjenjang (hierarki] kepada Kepala Desa/Lurah mengenai
pemelihargan keteriban umum dan ketentraman masvarakat
terutama di kawasan tertib;

b. melaksanakan kegiatan permeliharaan keterbban umurn dan
ketentraman masyvarakat berdasarkan inisiatif KST melalui
koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;

c. melakukan patroli wilayah atau monitoring kejadian yang terjadi
di Desa/Kelurahan, atau patroli di luar Desa/Kelurahan
bersama Satpol PP,



{31 KST mempunyai fungsi:
a. sebapai wmotivator, yaitu memotivasi lingkungannya agar tertib

sesuai peraturan perundang-undangsn sehingga tercipta iklim
vang kondusif di masvarakat, menemukan, mergspon serta
melakukan langkeh antisipatif mengatasi masalah gangguan
ketertiban umum dan  ketentraman masyarakat sesual
kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
serta melakukan kordinasi dengan semua lini dan pelongan di
Deaa/Kelurahan untuk penyelesaian gangguan ketertiban
umum dan ketentraman masvarakat maupun pelanggaran
peraturan daerah;

sebagai dinamisator, yaitu bertindak dinamis, menggerakkan
baik peroranganm keluarga dan masyarakat secara bersama
sama rengatasi permasalahan gangguan ketertiban umum dan
ketentramati masyarakat maupun pelanggaran peraturan
daerah  secara  terencana, terarah,  Konsisten dan
berkesinammbungan.

(4] Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, K3T
mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan vang beriaky.

BAB VI
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

{1} KST mempunyai hak:

a.

meminta dukungan kepada Permnerintah Desa/Kelurahan,

b. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam

.

pelaksanaan tugas dan fungsi;

menvampaikan informasi mengenal permasalahan gangguan
ketertiban umum dan  Ketentraman masyvarakat maupun
pelanggaran  peraturan  daerah  kepada Pemenintah Desa/
Kelurahan.

(2] Anggota kST mempunyal haik:

a.

menyampaikan usul dan pendapat mengenai permasaiahan
gangpuan ketertitan umum dan ketentraman masyarakat
maupun pelanpgaran peraturan daerah kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan

mengajukan pertanyaan;

memperoleh kesejahterraan.



(3] KST rmempunyai wewenang:

a.

b.

.

meneruskan pengaduan masyarakat kepada Pemenintah
DesafKkelurahan;

melakukan identifikasi permasalahan dan identifikas1 elemen
masyarakat yang terlibat di ternpat kejadian perkara;

melakukan kegiatar pengamanan dan penindakan awal sesuai
dengan kebutuhan di lapangan mengenai permasalahan vang
berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan daerah,
peraturan bupat atau peraturan desa, perselisihan antar warga
dalam Desa/Kelurahan, dan/atau masalah sosial lainnya di
tintgkat Desa/ Kelurahan, antara lain:

pedagang kaki lima [PRL);

pengemis, pelandangan, dan orang terlantar (PGOT]

wanita tuna sosial (WTS);

peredaran minuman berlakohol;

tamu asing; dan

keramaian (pertunjukan kesenian dan clahragal.

Qv i L N

4] Anggota KST mempunyai kewajiban!
a. mengarnalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahur 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mendahuilukan kepentingan umurm di atas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan;

menghormati  nilai-nilai  sosial budayva dan adat isudadar
masyarakat sstempat; dan

menijaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembagn Pemerintah Desa/Kelurahan maupun lembaga
kemasvarakatan desa/kelurahan.

BAB X
MEKANISME KERJA

Pasal 13

(1) Penvelesaian permasalahan gangguan Kketeriban umum dan
ketentraman masyarakat oleh KST difasilitasi cleh Kepala Desa
dengan melibatkan unsur terkait d: Desa;/ Keiurahan.

12)

Dalam hal permasalahan gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat ssbapaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselesaikan selanjutnya dibuatkan Surat Kesepakatan
Bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang
bersengketa dan disaksikan oleh pihak-pihak vang terlibat dalam
penyeleseian masatah tersebut.



(3)
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Calam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran Peraruran
Daerah, make KST melakukan identifikasi, pendataan dan setelah
diketahui Kepala Desa / Lurah kemudian melaporkan langsung
kepada Satpol PP Kabupaten Purworejo dan atau lewat Kasi
Ketenitraman dan Ketertiban Kecamatan dengan tembusan Camat.

Satpol PP Kabupaten Purworeje menindaklanjut laporan
sehapaimana dimaksud pada ayat {(3) dengan melakukan
pengecekan lapangan atas diduganva ada pelanggaran Feraturan
Daerah.

Penpecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada aval {4] dapat
dilakukan bersama Camat, Kepala Desa / Lurah dan instansi
terkait.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU
Pasal 14

Anggota KST berhenti atau dibherhentikan antara lain karena:

meningeal dunma;

habis maszs keanggotaannva;

mengundurkan din;

terbultti  melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan vang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

g. tidak lagi memenuhi syvarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.

&R

Pemberhentian Angpota KST sebagaimana tersebut pada avat {1}
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah atas usul
Ketua/ Wakil Retua KST

Pemberhentian anggota WST diberitahukan kepada Camat dan
termbusannya disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP.

Paaal 15

Penggantian anggota KST antar waktu dilaksanakan oleh Kepala
Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4] dan avat (5).

Masa keanggotaen pengganti antar waktu anggota KST adaiah sisa
waktu yvang belum dijalankan oleh anggota KST yang berhenti atau
diberhentikan.



BAB X!
LAPORAN HASIL KERJA
Pasal 16
(1] KST metaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala Desa_

(2) Laporan Hasil kerja KST ditanda tangani seluruh pengurus dan
disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP Kkabupaten
Purweorejo melalu: Camat seteiah sebelumnya diketahui oleh Kepala
Desa.

(3] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikt
memuat:
a. pendahuluan;
b. laporan Kejadian dan atau Peristiwa ;
c. tindakan vang telah dilakukan oleh KST; dan
d. penutup;
e. lampiran.

BAB XII
LARANGAN
Pagal 17

Anggota KST dilarang.

a. merigikan kepentingan umum;

b. meresahkan masyarakat;

c¢. melakukan tindakan diskrinlinasi warga atau golongan masyarakat
lain;

d. menvalahgunakan wewenang

e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIlI
PEMBINAAN DAN PENCAWASAN
Pazal 18
f1} Pembinaan oleh Bupati dilakukan oleh pejabat vang berwenang
berdasarkan tugas pokok dan fungainya, meliput kegiatan:

a. bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan Ketertiban umum
dan ketentrasman masvarakat.



(2)

(2)

{3}

h. sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

¢. pendidikan ketrampilan bagi masvarakat yang terkait dengan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pengawasan oleh Bupati dilakukan cleh pejabat yang berwenang
herdasarkan tugas pokok dan fungsinva. meliputi kegiatan:

a. Pemantauan;

b. Pelaporan, dan

¢. Evaluasi

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19
Anpgota KST vang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sankst berupa teguran lisan.
teguran tertulis atau pemberhentian sebagai Anggota KST.
Sangsi administratf sebagaimana dimaksud pada ayat [1} diberikan
cleh Bupat berdasarkan usul dari Pimpinan dan atau Anggota KST
dengan dilengkapi bukt-bukti yang kuat.
Sankst vang berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian
Anggota KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan

berdasarkan hasi pemerksaan aparat vang berwenang dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PEMBLAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralr Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Peranghat
Daerah yang terkail sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



BaB XVI
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agnatua 2016
BUPATI PURWGREJO,

! Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworeio
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJG
TAHUN 2016 NOMOR 31 SER| E NOMOR 28
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